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Arah Politik
Pemerintahan UU No. 23/2014

Oieh Art Darmastuti’

Pengantar

Pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami
pasang surutsejarah yang panjang, dimulai sejak awal kemerd ekean (Undang-
Undang nomor 22/1948) sampai saat ini (Undang-Undang nomor 23/2014),
dengan berbagai sifat pengaturan yang berbeda-beda. Perbedaan sifat
pengaturan pemerintahan daerah tersebut sangat tergantung pada arah politik
pemerintahan yang dibentuk, yaitu arah yang ingin memberi keleluasaan gerak
kepada unit pemerintahan di tingkat bawah atau justru pengelolaan
pemerintahan sentralistis dan seragam pada tingkat bawah. Masalah arah
politik pengaturan pemerintahian daerah ini telah menjadi pokok pangkal
‘keributan” yang tidak ada habisnya dalam sejaral: otoriomi daerah di
Indonesia.

Secara alamiah pemerintah daerah tentu menginginkan wewenang
dan sumberdaya yang cukup untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang
mesti diembannya, tetapi pemerintah pusat secara alamiah memliki
kecenderungan untuk memiliki kewenangan yang agar dapat leluasa
melaksanakan keinginan strategis untuk kepentingan bangsa. Dalam beberapa
fiskusi dan debat akademik yang penulis hadiri dan ikuti, keinginan
pemerintah pusat untuk memiliki kewenangan cukup tersebut khususnya
dinilai lebih didorong oleh apa vang oleh Nordholt dar Klinken dinyatakan

“wa reformasi di Indonesia telah menyebabkan runtuhnya otoritarianisme
digantikan pemerintahan demokratis, tetapi juga telah mengakibatkan

wilangnya ketertiban digantikan ketidaktertiban'. Dengan alasan bahwa

¥emua Program Studi dan dosen Magister [imu Pemenntahan, FISIP, Universitas Lampung
nk Schulte Nordhold dan Geryy van Klynken Fonegohating Boundares. Local Polities in Post Suharto Indonesia.
exden: KTILV Press. 2007: 1
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otonomi daerah telah menghasilkan “raja-raja kecil di daerah” serta munculnva
ketidakpatuhan kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat dan pemerinta h
provinsi, kelihatannya undang-undang terbaru tentang pemerintahan dacrah
meletakkan kembali dasar-dasar sentralisme dalam pengaturan tentang
pemerintahan daerah di Indonesia.

Paper pendek ini merupakan analisis singkat dan kritis tentang arah
politik pemerintahan di Indonesia versi Undang-Undang nomeor 23/ 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Secara khusus paper ini menyoroti beberapa
aspek penting dalam pertimbangan filosofis, dalam konsep serta beberapa
pasal kritis dalam batang tubuh UU terbaru. Paper diakhiri dengan simpulan
pendek serta solusi yang mungkin diambil guna perbaikan substansi

pengaturan pemermtahan di Indonesia di masa yang akan datang.

Hilangnya Semangat Otonomi dalam UU 23/2014

Penulis mencatat bahwa semangat otonomi daerah telah hilang dalam
pertimbangan filosofis munculrya Undang-Undang nomor 23/4014. Dalam
dasar pertimbangan Undang-Undang, prinsip otonemi daerah (nyata dan
bertanggung-jawab versi UU 5/1974 maupun otonomi luas versi UU 22//1999)
tidak disebutkan atau hilang dalam pertimbangan UU. Karena prinsip otonomi
sama sckali tidak disebut dalam pertimbangan UU, maka penyebutan Daerah
Ctonom menjadi fidak memiliki dasar filosofis karena otonomi daerah bukan
prinsip yang menjadi dasar pengaturan pemerintahan daerah. Pernyataan
bahwa urusan konkurenlah yang menjadi dasar hak otonomi daerah tidaklah
«uat karena bukan urusan yang menentukan otonomi, tetapi jenis otonoral
dacrahlah yang menjadi dasar apakah daerah memiliki wewenang vang
sungguh otonom atau tidak. Apalagi urusan konkuren sendiri sudah
ditentukan dengan rinci dalam UU, hal ini semakin memberi indikasi kuat
tentang arah dihilangkannya oionomi daerah dalam UU iru.

Hilangnya semangat otonomi dalam Undang-Undang nomor 23/2014
sangat mengherankan karena sctelah sentralisme model orde baru dinilai
vapal menyelesaikan isu ketidakadilain antara Timar dan Barat, antara Jawa
dan luar Jawa, maka otonomi luas di tingkat kabupaten/kota dinilai lebih

sesual dengan tuntutan keadilan pembangunan. Peletakan kewenangan besar
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di tingkat Pusat dan provinsi justru membuat model pemerintahan daerah
<emakinjauh dari idealisme memberikan pelavanan yang lebih dekat kepada
masvarakat. Bagaimana kabupaten/kota a kan dapat memberikan pelayanan
1a sumberdaya dikuasai Pusat dan Daerah? Hilangnya otonomi di tingkat
kabupaten/kota juga akan memberi potensi besar terhadap gagalnya
pengelolaan pemerintahan desa karena kabupaten/kota tidak akan memiliki
;.._rt“lrrdd\n memadai untuk bisa mengkoordinir dan melaksanakan fungsinva
wcara memadai untuk mengawasi pelaksanaan UU Desa.

Selain hilangnya semangat otonomi dalam pengaturan pemerintahan
daerah dalam UU ini, penulic mencatat aspek lain yang cukup ganjil dari
jasar penggantian UU 32/2004. Dalam dasar pertimbangan disebutkan
bahwa UU nomor 32/2004 tentang Penierintahan Daerah dinila: tidak sesual
lagi deugan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan
penyelenggaraan pemerintahan daerah Perlu dikemukakan bahwa belum
pernah ada debat akademis yang serus tentang kelemahan UU 32/2004,
khususnva menyangkut prinsip otonomi dacrah diIndonesia. Satu-satunva

varg menjadi debat publik yang cukup serius adalah diperlukannya sccara
tegas pemisahan pengaturan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan
Pilkada. Terlihat UU 23/2014 justru menguatkan keinginan politik kelompok
tertentu di parlemen yang ingin menguasai proses pilkada agar hasilnva
seragam dengan kehendak koalisi di DPR. Dengan keyakinan bahwa koalisi
tertentu akan menguasai pilkada maka kemudian kemudian terjadirekayasa
bih lanjut untuk mengatur agar sistim pemerintaban daerah kembali
mengarah ke sentralisasi dengan melemahkan azas otonomi daerah vang luas
menjadi azas otonomi terbatas.

Hilangnya semangat otonomi bukar hanva bahwa otonomi daerah
tidak discbutkan dalam dasar pertimbangan, tetapi juga dalam ketentuan
wmum Pasal 1 (12) yang mengemukakakn konsepsi Daerah Otononom sebagai

kesatuan masyarakat hukum yang ... .berwenang mengatur dan mengurus
wrusan pemerintahan das kepentingan masyarakut selempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim NKRL” Terdapat
perubahan cukup signifikan dari mengatur dan mengurus urusan rumah-

tangeanva sendiri menjadi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
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Hal ini menunjukkan bahwa daerah kehilangan independenst “rumah
tangga” dan aspek kekuasaan dalam rumah tangga, menjadi sebatas “urusan
pemerintahan”. Daerah otonom bukan unit otonom lagi (baik provinsimaupun
kabupaten/kota) tetapi menjadi sekedar berwenang mengatur urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Hilangnya semangat otonomi juga terlihat lebih lanjut dalam
pengaturan tentang azas. Azas otonomi tidak disebutkan sama sekali; dan
dalam ketentuan tentang azas, yang ada hanyalah azas penyelenggaraan
urusan pemerintahan (pasal 5 ayat (4)). Dalam pasal ini disebutkan dengan
las bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dilaksanakan dengan
azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sebagaimana
diketahui bahwa Undang-Undang ini telah mengatur dengan rigid apa saja
Urnsan Pemerintahan konkuren yang dilaksanakan bersama antara
Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Venyebutan 5 (lima) urusan strategis nasional (agama, hukuin, luarnegri,
pertahanan keamanan dan keuangan) sebagai urusan “absolut” justru
menjadi dasar bagi “kecurigaan” penulis bahwa kemudian ist:lah strategis
digunakan sebagai argumen bagi penguasaan sumberdaya yang selama ini
elah diserahkan kepada daerah untuk pembiayaan pelaksanaan urusan
otonomi.

Ketentuan lain yang cukup membingungkan dalam pengaturan
pemerintahan daerah dalam Undang-Undang ini adalah bahwa untuk
melaksanakan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan
sebagai dasar dalamn menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. Dalam
penjelasan pasal tentang hal ini, kebijakan disebutkan bahwa yang dimaksud
“ebijakan adalah pedoman penyelenggaraan urusan konkuren baik yang
untuk kewenangan Pemerintah Pusat maupun Daerah. Meskidemikian, tidak
wlas apa yang dimaksud sebagai pedoman tersebut karena tidak disebutkan
‘ebih lanjut, apakah berupa I'eraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,
peraturan Menteri, atau yang lainnya. Daiam Undang-Undang sebelumnya
wal ini disebutkan dengan jelas. Ketidakjelasai justiu dapai menimuulkan
spekulasi yang merugikan untuk kepastian pengaturan hubungan

sewenangan dan keuangan antara Pusat dan daerah.
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“Skenario” lebih lanjut bagi hilangnya semangat otonomi daerah
Aalam Undang-Undang ini adalah ketentuan dalam Pembagian urusan antara
pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang disebutkan
serdapat tiga jenis urusan, yaitu absolut, konkuren dan pemerintahan umum.
Dalam ketentuan tentang apa yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat,
seowinsi dan kabupaten, maka jelas daerah akan kehilangan kontrol sama
<kali atas sumberdaya yvang berada dalam posisi “lintas daerah”. Semua
cumberdaya atau masalah vang bersifat “lintas daerah” menjadi kewenangan
wpenuhnya tingkat pemerintahan di atasnya. Sepintas pengaturan seperti
= terlihat ideal Tetapi pada periode sebelumnya dan saat ini, daerah justru
wring diminta pertanggung-jawaban dan dinilai tidak bertanggung-jaw. b
sweshadap masalah yang sebenarnya bukan kewenangannya, tetapi terjadi di
dserahnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari kondisi yang menunjukkan
babwa tidak ada urusan yang sama sekali tidak menyangkut kabupaten/ kota
stau provinsi karena daerahlah yang menjadi lokasi dari setiap urusan dan
masalah. Menghilangkan sama sekaii daerah di tingkat bawah dalam urusan
vang bersifat lintas dacrahjustruakan menghiangkan semangat kebersamaan
dalam penyelesalan urusan yang membutuhkan koordinasi vertikal.

Hal yang paling kontroversial dalam pengaturan Undang-Undang
o yang menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan sentralisme adalah
pemgaturan urusan bidang kehutanan, kelautan dan energi dan sumberdaya

mumeral. Ketiga urusan ini dibagi menjadiurusan Pusat dar Provinsi {Pasal

Ha

ULl 23/2014). Pengaturan seperti ini bertentangan dengan prinsip
pemgaturan urusan sebelumnya yang menyatakan bahwa sumberdaya dan
masalah yang diurus Pusat dan Provinsi adalah urusan vang bersifat lintas
prowinsi atau lintas kabupaten. Prinsip urusan pemerintahan itu dianulir
semdari oleh pembual Undang-Undang dalam ketentuan Pa<al 14, Bagaimana

wngan sumberda ya kelautan, perikanan dan energi dan su mberdaya mineral

SETIg Al
5

sng hanva ada Jdalam satu kabupaten? Bagaimana dengan hak masyvarakat
sabupaten/ kota bersangkutan?

Penyeragaman urusan” pemerintahan daerah épert: formula yang
“warskandalam Undang-Undang ini juga tidak sesuai dengan kemampuan

SHETan yang secara nyata berbeda satu dengan lainnya. Riset penulis

)




menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk melaksanakan fungs: tintas
= 5 - 1 I il

scktor dalam satu wilayah provinsi sangat berbeda satu sama lain’ Untuk itu

dibutuhkan formula pengaturan urusan yang lebih mengakomodir perbedaan

Lemampuan antar daerah, bukan formula yang seragam.

Penutup
Osborne dan Gaebler* menyatakan bahwa pemerintah harus mampu
melaksanakan 10 prinsip entrepreneurial spirit. Sementara itu World Bank’
dalam Laporan Pembangunan tahun 1997 menvatakan bahw pemerniah
memuliki fungsi-fungsi: (1) meletakkan dasar-dasar hukum; (2) melakukan
mvestast di bidang pelayanan sosial dan infrastruktur; (3) mengadakan
kebyjakan vang kukuh; (4) melindungi yang lemah; (5) melindungi lingkungan
hidup. Sedangkan J.E. Anderson® Budi Setiyone, 1989, menyatakan bahwa
fungsi pemerintah ada 7 (tujuh) yaitu: ( 1) menyediakan infrastruktur sosial;
menyediakan barang dan jasa kolektif; (3) menyelesaikan konflik antar
ggota masyarakat; (4) menjaga iklim persaingan; (5) melindungi linghungan
iup; (6) menyediakan akses minimum kepada individu terhadap barang
danjasa. (7) menstabilkan ekonomi.

Bagaimana pemerintah akan dapat melaksanakan semua fungsi dan
“ewajibannya? Jawabannya jelas, bahwa pemerintah harus memiliki
sumberdava yang memadai untuk itu. Ketika suatiu daerah, dalam Undang-

ndang lebih tepatnya kabupaten/kota, kehilangan kewenangan atas
sumberdaya, maka jelas bahwa daerahtidak akan dapat melaksarakan semua
ngsi dan kewajibannya. Sungguh ironis bahwa pembuat Undang-Undang
enghilangkan semangat otonomi daerah dan keadilan pembangunan, suatu

lanekah mundur dari semangat reformasi.
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